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TENTANG 

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETE I APARA UR SIPIL NEGARA 
DI LINGKU GAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Meni bang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E SA 

UPATI TA IKMALAYA, 

: a. bahwa untuk optimalisasi pe yelenggaraan pen gem bangan 
kompetensi Apa ratur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemeri tah D erah Kab paten Tasikmalaya, d iperlukan 

edoman dalam penyusunan kebutu h an dan perencanaan, 
pe a ksa a ,da ev 1 a ' Pe gembangan Kom petensi; 
b w k eg'a tan ngembangan k m peten si yang 

'laksanak oleh s tia Pe gkat Daerah d i Lingkungan 
Pemerintah Da rah Kabupaten Tasikmalaya perlu 

'k or in 'kan ole Perangka t Daerah yang 
me aksanakan fungsi p nunja ng ur san pemerintahan di 
bidang pengem bangan sum er daya aparatu r , sehingga 
kegiatan Pe gem bangal1, Kom etensi m enjadi ter integrasi; 

c . bahwa erdasark pertimban an sebagaim ana dimaksud 
am h ru a dan h u ruf b perlu m n ta pkan Peraturan 

Bupa ti 'kma laya ten t g Ped man Pengembangan 
Kom petensi Apara tur Sipil Negara d' Lingkungan 

em erintah Daerah Kab paten Tas' alaya . 

1. ndang-Un dang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pembe tuk Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Ling n gan Provinsi Jawa Barat (Ber ita Negara Republik 
Indonesia anggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hu bungan Keu angan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 te tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Ta m bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pem intah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah 2020 Nom or 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In donesia Nomor 6477); 

5 . Peratu ran Pemerin tah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manaj men P gawai Pemerinta h Dengan Perjanjia n Kerja 
(Lemba ran Negara Republik In donesia Tahu n 20 18 Nomor 
2 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom or 6264); 

6. Peratu ran Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 19 tentang 
Penilaian Kinerja P gawai Negeri Sipil (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tah un 20 19 Nom or 77, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6340); 

7. Pera turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Ta hun 
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
N omor 1907); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 

9 . Peraturan Kepala Lembaga Administra si Negara Nomor 10 
Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai 
Neger i Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1127) ; 
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10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 
Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645); 

11 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1) ; 

12 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerin tahan Ka bu pa ten Ta s ikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 3); 

13. Peraturan Bupati T sikmalaya Nomor 46 Tahun 2 21 
ten tang Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkun gan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita D erah 
Kabupaten Tasikm aya Tahun 2021 Nomor 46); 

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 64 Tahu n 2021 
tentang Tugas dan Fun gsi Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan S mber Daya Manusia (Berita Daerah 

bupaten Tasi m alaya Tahun 2021 Nomor 64 ). 

EMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN 
KOMPETE SI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

BAB 1 
KETENTUA UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak u dengan: 
1. Bupati adalah Bupa ti Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Da rah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang m emimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen 
aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. , 

6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangk a tan, pemindahan, 
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dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan p erjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

8 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN 
seeara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanju tnya disingkat 
PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat ter tentu, yang 
diangka t berdasarkan p erjanj ian kerja untu k jangka waktu terten tu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

10. Calon PNS yang selanjutnya disingk a t CPNS adalah warga negara In donesia 
yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta 
telah m endapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai. 

11. Kom petensi adalah pengetahuan, k eterampilan, dan sikap/perilaku seorang 
ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan 
tugas jabatannya. 

12. Pengem bangan kompetensi ASN yang selanjutnya disebut pengem bangan 
kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN 
dengan standar mpetensi jabatan dan rene ana pengembangan karier. 

13. Kompetensi eknis a alah pengetahu a n , keterampilan, dan s ika p / perilaku 
yang da pat diama ti, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan 
dengan bidang teknis ja atan. 

14. Kompetensi m anajerial a dalah pengetahu an, k eterampilan, dan 
sikap/ perilaku ang da p a t diamati, d iukur, dikem bangkan u ntuk m mimpin 
dan/ a tau men gelo a u n i organisasi. 

15. Kompetensi sosial kultural adalah pen getahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yan g dapa t diamati, diukur , dan dik em bangkan terkait 
dengan pengalaman berinteraks · d en gan masyarakat m ajemu k dalam hal 
agama, su ku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, 
moral, emosi dan prin sip, yang h arus dipenu h i oleh setia p pemegang 
Jabatan untuk m emperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan 
Jabatan. 

16. Standar kompetensi j a batan adalah deskripsi pengetah uan, keterampilan 
dan perilaku yang diperlukan s orang ASN dalam melaksanakan tugas 
jabatan. 

17. Reneana pengembangan kompet n si adalah dokumen pereneanaan 
pengembangan kompetensi tingkat instansi yang ditetapkan oleh PPK untuk 
1 (satu) tahun anggaran berikutnya. 

18. Uji kompetensi adalah penilaian yang dilakukan oleh assesor internal 
pemerintah atau bekerja sarna dengan assesor independen yang meneakup 
pengukuran kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi 
sosial kultural dalam rangka menyediakan informasi m engenai kemampuan 
ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 

19. Data hasil analisis kesenjangan kompetensi adalah tingkat kesenjangan 
tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan profil kompetensi 
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ASN dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki danj atau yang akan 
diduduki. 

20. Data hasil analisis kesenjangan kinerja adalah tingkat kesenjangan tertentu 
yang digambarkan sebagai hasil perbandingan kinerja ASN dengan target 
kinerja pada Jabatan yang diduduki pada periode penilaian kinerja tahun 
sebe1umnya. 

21. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung atau 
pejabat yang ditentukan olehPyB terhadap target, capaian, hasil, dan 
manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang ditunjukkan selama mas a 
penilaian kinerja dengan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan 
tingkat u nit atau organisasi sesuai den gan ketentuan yang berlaku . 

22. Atasan langsung adalah pejabat yang karena jabatannya berkedudukan lebih 
tin ggi dan mempunyai wewenan g langsung terhadap bawahan yang 
dipimpinnya. 

23. Profil PNS adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS. 
24. Profil k ompetensi PNS adalah inform asi mengenai kompetensi PNS yang 

termu at dalam Profil PNS. 
25. Profil PPPK adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PPPK. 
26. Profil kompetensi PPPK a dalah inform asi m engenai kompetensi PNS yang 

term at dalam Profil PPPK. 
27. Pelatihan a alah bentuk pengem bangan kompetensi dalam rangka 

me m enu hi standar kompetensi jabatan. 
28. Jam pelajaran yang se anjutnya d isingkat JP adalah satuan waktu 

pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administra si Negara. 
29. Pola swakelola a dalah ben tu k peng m bangan kompetensi yang peren canaan, 

pembiayaan, pe1aksan a a n, peke jaan, pengawasan, dan p laporan 
dilaksanakan oleh Perangkat Da erah. 

30. Pola fa silitasi adalah be tu k kemitraan pengem bangan kom pete s i dimana 
Perangkat Daerah sebag . p ye ngga a s dangkan instansi lain anjatau 
instansi teknis ertindak se bagai fa s ilit tor. 

3 1. Pola pengiriman adalah bent k kemitra an pengembangan kompetensi 
aparatur d imana instans i lain d j a tau ins tansi teknis bertindak sebagai 
penyelenggara sedangkan Perangka Daerah yang melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pem erintahan d i bidang pengembangan sumber daya 
aparatur sebagai pengirim peserta. 

32. Instansi teknis adalah ins ansi pemerintah yang bertanggung jawab atas 
pembinaan pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang 
bersangkutan dalam mengelola dan m engerjakan suatu bidang tugas teknis 
tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

33. Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi pemerintah yang 
bertugas membina suatu jabatan fungsional berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

34. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disin gkat LAN adalah 
lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan 
pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam 
undang-undang yang mengatur mengenai ASN. 
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35. Sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur adalah rangkaian 
informasi dan data mengenai pengembangan kompetensi yang disusun 
secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi 
yang dikembangkan dan dikelola oleh LAN. 

36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan kepala daerah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1) Per a tu ran Bupati in i dimaksudkan seba gai pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam melaksanakan pengembangan kompetensi ASN. 

(2) Pera turan Bupati ini bertujuan u n tuk m ewujudkan keselarasan dan 
keserasian d alam perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi 
sebagai ba gian dari kesatuan manajemen pengembangan kompeten s i ASN 
yang tertib, transparan, dan akun tabel seh ingga akan meningk atkan 
efektivita s dan efisiensi dalam peny elenggaraan pengembangan kom p etensi 
ASN di lingkungan Pem erintah Da erah. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasa1 3 

Ruang lingkup Pera turan B pa ti ini meliputi: 
a. penyusu nan k ebutuh an dan ren cana pengem bangan kompetensi; 
b. bentuk, jalur , dan c paia n pelaksana an pengembangan kompetensi; dan 
c. evaluasi pen gem bangan k om peten si. 

BAB IV 
PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN 

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

Pasa14 

(1) Penyusunan ke butuha n dan rencan a pen gembangan kompetensi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh PyB. 

(2) Penyusunan kebutuhan dan r en cana pengembangan kompetensi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, dilaksanakan, dan 
dievaluasi pelaksanaannya oleh PPK untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

(3) Pembiayaan atas pelaksanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam rencana kerja anggaran tahunan 
Pemerintah Daerah. 



7 

Pasal 5 

Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dilaksanakan 
melalui tahapan: 
a. inventarisasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi; 
b. verifikasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi; dan 
c. validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. 

Bagian Kesatu 
Inventarisasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 

Pasal6 

Inventarisa si sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan 
untuk m engidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi setiap ASN. 

Paragraf 1 
Inventarisa s i Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Neg ri Sipil 

Pasal 7 

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 6 disusu n berdasarkan 
pada: 
a. profil PNS; 
b. da ta h asil analis ·s kesenjangan kompetensi; dan 
c. da ta hasil anali is kesenjangan inerja. 

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan : 
a. RPJMD; dan 
b. standar k ompetensi j a bata 

(3) Inventari a s i s b gaimana d ·mak u d pad a ayat (1) menghasilkan jenis 
kompetensi ang perlu dikem angkan dan jalur pengemban gan kompetensi. 

Pa sal 8 

Profil PNS sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 7 aya t (1) h u ruf a merupakan 
kumpulan informasi kepegawaian dar i setiap PNS yang terdiri ata s: 
a. data personal; 
b. kualifikasi; 
c. rekamjejak Jabatan; 
d. kompetensi; 
e. riwayat pengembangan kompetensi; 
f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan 
g. informasi kepegawaian lainnya. 

Pasal9 

(1) Data hasil analisis kesenjangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan membandingkan profil kompetensi 
PNS dengan standar kompetensi jabatan yang sedang diduduki dan yang 
akan diduduki. 
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(2) Data hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup informasi tingkat kesenjangan pada tiap nama 
Kompetensi dengan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pengembangan kompetensi PNS. 

(3) Profil Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 
melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh assessor internal Pemerintah 
Daerah atau bekerjasama dengan assessor independen. 

(4) Apabila Pemerintah Daerah belum melakukan uji kompetensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan metode penilaia n kompetensi 
dalam bentuk dialog atasan bawahan yang dimasukkan k e dalam Sistem 
Informa si Pengembangan Komp eten si Aparatur. 

(5) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bentuk penilaian 
yang d ilakukan oleh atasan lang u ng PNS untuk mengukur kom petensi 
seb agai informasi mengenai kemamp an PNS dalam m elaksanakan tugas 
jaba tan. 

Pasal 10 

(1) Data hasil penilaian kinerj a sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf c diperoleh dengan m em bandingkan h asil p e ilaian kinerja PNS 
dengan target kinerj a j abatan yang didudu ki. 

(2) Data Ha s il Penilaian Kinerja sebagaim a n a dimaksud p a da ayat (1 ) m e cakup 
informa s i d engan kualifikasi sesuai dengan ketentu an peratu ran perundang­
undangan mengenai pengembangan kompetensi PNS. 

Pasal1 1 

(1) Inventarisasi seb gmmana d imaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap 
setiap PNS yang dima su kkan k e dalam Sistem In formasi Pengem bangan 
Kompetensi Apara tur. 

(2) Atasan langsung PNS m emberikan pertim bangan terhadap in ventarisasi 
sebagaim ana dim aksud pa da ayat (1). 

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksa n akan secara 
berjenjang sesuai dengan susun an dan kedudukan u nit kerja pada 
Perangkat Daerah. 

(4) Kepala Perangkat Daerah memberikan pertimbangan akhir terhadap 
inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . 

(5) Hasil inventarisasi yang te1ah m endapatkan pertimbangan akhir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) d isampaikan kepada Kepala Perangkat 
Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di 
bidang pengembangan sumber daya aparatur. 

Paragraf 2 
Inventarisasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

Pasal 12 

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan 
pada: 
a. profil PPPK; 
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b. data hasil penilaian kinerja; dan 
c. kebijakan Pemerintah Daerah. 

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan RPJMD. 

Pasal13 

Profil PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. data personal; 
b . kualifikasi; 
c. riwayat Pen gembangan Kompetensi; 
d. riwayat h asil penilaian kinerja; dan 
e. inform a si kepegawaian lainnya. 

Pas 14 

(1) Data hasil penilaian kinerja sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 12 aya t (1) 
huruf b diperoleh berdasarkan hasil penilaian kinerja . 

(2) Penilaian kinerja sebagaimana im aksud pada ayat (1) dilakukan 
berda sarkan perjanjian kerj a di tingka t individ dan tingkat unit kerj a atau 
organisasi dengan memperha · an target, sasaran, h asil, manfa a t yang 
dicapai, dan perilaku PPPK. 

Bagian K dua 
Verifikasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 

Pasal 15 

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 h u ruf b meru pakan kegiatan 
analisis dan pemetaan terh a dap okum en rancangan kebu uha n dan rencana 
Pengembangan Kompeten si. 

Paragraf 1 
Verifikasi Kebu tuhan dan Rencana Pengem bangan Kompeten s i 

Pegawai Negeri Sipil 

Pasal16 

(1) Verifikasi sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 15 d ilakukan berdasarkan: 
a. kesesuaian jenis Kompetensi yang akan d ikembangkan; 
b. kesesuaian bentuk dan jalur pengem bangan kompetensi; 
c. paling sedikit pemenuhan 20 (dua puluh) JP pengembangan kompetensi 

pertahun; 
d. ketersediaan anggaran; dan 
e. rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi. 

(2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memperhatikan: 
a. RPJMD; 
b. standar kompetensi jabatan; dan 
c. manajemen talenta. 
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Pasal17 

(1) Tahapan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menghasilkan 
dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. 

(2) dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. nama dan nomor induk PNS yang akan dikembangkan; 
b. jabatan yang akan dikembangkan; 
c. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan; 
d. bentuk dan jalur pengembangan kompetensi; 
e. penyelenggara pengem bangan k ompetensi; 
f. jadwal atau waktu p elaksanaan; 
g . kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulu m dari 

in s tansi pembina kompetensi; 
h. kebutuhan anggaran; dan 
i. ju mlah JP. 

(3) Dalam h al tidak terdapat standar kurikulum sebagaimana dimak d pada 
ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah dapat menyusun kurikulum secara 
mandiri sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Penyusun an kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
untuk p engembangan kompetensi t knis m elalui jalur pelatihan. 

(5) PyB m enyerahkan kebutuhan dan ren cana sebagaimana dim aksud pa a ayat 
(1) kepa da PPK untuk dilakukan valid a si. 

Paragraf 2 
Verifikasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kom petensi 

Pegawai Pemerin tah dengan Perjanjian Kerja 

Pa sal 18 

Verifikasi seba gaim ana dimaksu d dalam Pa sal 15 dilakukan berdasa rkan: 
a. kesesuaian jenis k ompetensi yang akan. dik embangkan; 
b. kesesuaian bentuk da n j alur pen gem b angan kompeten si; 
c . pemenuhan palin g banya k 24 (dua puluh empat) J P bagi setiap PPPK dalam 

1 (satu) tahun mas a perja nj ian kerja; 
d . ketersediaan anggaran; dan 
e. rencana pelaksanaan pengem bangan kompeten si. 

Pasal 19 

(1) Tahapan verifikasi se bagaimana dim aksud dalam Pasal 16 menghasilkan 
dokumen kebutuhan dan rencana pengemb angan kompetensi. 

(2) dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. nama dan nomor induk PPPK yang akan dikembangkan; 
b. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan; 
c. bentuk dan jalur pengembangan k ompetensi; 
d. penyelenggara pengembangan kompetensi; 
e. jadwal atau waktu pelaksanaan; 
f. kebutuh an anggaran; dan 
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g. jumlah JP. 
(3) Pemerintah Daerah dapat menyusun kurikulum secara mandiri sesuru 

dengan kebutuhan. 
(4) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

untuk pengembangan kompetensi teknis melalui jalur pelatihan. 
(5) PyB menyerahkan kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) kepada PPK untuk dilakukan validasi. 

Pasal20 

Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan 
Pasal 18, PyB m embentuk tim yang terdir i a tas : 
a. unsu r Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang u rusan 

p mer intahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi; 
b. unsu r Perangkat Daerah yang m ela ksanakan fungsi penunjang u rusan 

pem erintahan d i bidang anggaran; 
c. unsu r Perangkat Daerah yang m elaksanakan fungsi penunjang u rusan 

pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya aparatur; dan 
d. unsur Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan. 

Bag' a n Ketiga 
Valid asi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompeten si 

Paragraf 1 
Validasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil 

Pasal2 1 

(1) Validas i s ebagaimana dim aksu d dalam Pa al 5 huru f c merupakan kegiatan 
pengesahan kebutu an dan ren can pengembangan k ompeten si. 

(2) PPK m elakukan validasi terha dap k ebu t h an dan rencana sebagaimana 
dimaksu d p ada a a t (1) yang diusu lkan oleh Kepala Perangkat Da erah yang 
melaksanakan fun gsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 
pengembangan su mber daya aparatur. 

(3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kebutuhan 
dan rencana pengembangan kompetensi untuk anggara n tahun berikutnya. 

(4) Rencana Pengembangan Kompetensi yang telah d isahkan oleh PPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamp aikan kepada LAN pada 
triwulan ketiga tahun anggaran berjalan. 

Paragraf2 
Validasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Pemerintah degan Perjanjian Kerja 

Pasal 22 

Ketentuan mengenai validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi 
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PPPK. 
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BABV 
BENTUK, JALUR, DAN CAPAIAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

Bagian Kesatu 
Bentuk dan Jalur Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil 

Pasal23 

Bentuk Pengembangan Kompetensi terdiri atas : 
a. pendidikan; dan I a tau 
b. pelatihan. 

Pa sal24 

(1) Bentuk pendidikan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 23 h uruf a 
dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal d alam 
jenjang pendidikan tinggi sesuai den gan ketentuan peraturan perun dang­
undangan. 

(2) Bentu k pendidikan sebagaimana dim aksud pad a ayat (1) dilaksanakan 
untuk m emenuhi rencana strategis Pemerintah Daerah, kebutuhan standar 
kompetensi jabatan dan peng mbangan karier. 

Pasal 25 

(1) Bentuk pelatihan sebagaimana d ima ksu dalam Pasal 23 huruf b terdiri 
atas: 
a. pelatih an klasikal; dan 
b. pelatihan nonklasikal. 

(2) Bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dim aksu d dalam ayat (1 ) h uruf a 
dilakukan m elalui kegia tan yang m enekankan pa da proses pem belajaran 
tatap m u ka d i dalam kela s . 

(3) Bentuk pelatihan kla sikal se a gaimana dim aksud pada ayat (2) dilakukan 
paling sedikit m elalu i j alu r: 
a. pelatih an struktural kepemimpinan; 
b. pelatihan m anajerial; 
c. pelatihan teknis ; 
d . pelatihan fungsional; 
e. pelatihan sosial kultural; 
f. pelatihan dasar CPNS; 
g. seminar Ikonferensil sarasehan; 
h. workshop atau lokakarya; 
1. kursus; 
J. penataran; 
k. bimbingan teknis; 
1. sosialisasi; danl atau 
m. jalur Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal 

lainnya. 
(4) Bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran 
praktik k erja dan/atau pembelajaran di luar kelas. 
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(5) Bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan paling sedikit melalui jalur: 
a. coaching; 
b. mentoring; 
c. e-learning; 

d. pelatihan jarak jauh (Distance Learning); 
e. detasering (secondment); 
f. pembelajaran alam terbuka (outbond); 
g. patok banding (benchmarking); 
h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swastaj badan u saha milik 

daera h; 
1. belajar mandiri (self development); 
J. komunitas belajar (community of p ractices); 
k. bim bingan di tempat kerja; 
1. m a gangj praktik kerja; dan 
m. j a lur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonkla sikal 

lain nya. 
(6) Bentu k pelatihan sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) dan aya t (5) 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang m elaksanakan fungsi penu njang 
urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya aparatur. 

(7) Perangka t Daerah lain dapat melaksanakan bentuk pelatihan sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (3) huruf g samp ai denga n huruf m dan ayat (5) huruf 
c, huru f d, huruf f, h uruf g, dan huruf i. 

(8) Bentuk pelatihan sebagaimana dim aksud pada aya t (6) dan ayat (7) dapat 
dilaksanakan dengan cara pola swakelola, pola fas ilitasi, dan pola 
pengiriman. 

Pa a1 26 

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungs i penunja n g urusan 
pemerintahan d i bidang pengembangan sumber d aya a paratur m elakukan 
pemantauan pelaksan aan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25. 

Bagian Kedua 
Bentuk dan Jalur Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

Pasal 27 

(1) Bentuk Pengembangan Kompetensi terdiri atas: 
a. pelatihan klasikal; dan 
b. pelatihan nonklasikal. 

(2) Bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran 
tatap muka di dalam kelas. 

(3) Bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
melalui jalur: 
a. pelatihan; 
b. seminar jkonferensi/ sarasehan; 
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c. workshop atau lokakarya; 
d. kursus; 
e. penataran; 
f. bimbingan teknis; danj atau 
g. sosialisasi. 

(4) Bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pad a proses pembelajaran 
praktik keIja danl atau pembelajaran di luar kelas. 

(5) Bentuk pelatih an nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan m elalui jalur: 
a. coaching; 
b. mentoring; 
c. e-learning; 
d. Pelatihan j arak j auh (distance learning) ; 
e. belajar man diri (self-development); danjatau 
f. komunitas bela jar (community of practices). 

(6) Bentu k pelatihan sebagaimana dim aksud pada ayat (3) dan aya t (5) 
dilaksanakan oleh Perangka t Daerah yang m elaksanakan fungsi penu njang 
urusan pemerintahan di bidang pengem bangan sumber daya aparatu r . 

(7) Perangka t Daerah lain dapat me aksanakan bentuk pelatihan sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (3) huruf b samp ai dengan huruf g dan ayat (5) h uruf c 
sampai den gan huruf e . 

(8) Bentuk pelatihan sebagaim ana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat 
dilaksanakan d engan cara pola swakelola, pola fas ilitasi, dan pola 
pengln m an. 

Pasal 28 

(1) Atasan langs ng melakukan pemantaua pelaksanaan pengem bangan 
kompeten si s ebagaiman 1m sud alam Pa sal 27. 

(2 ) Hasil pemantauan sebagaimana dim a sud pa da ayat (1) dilaporkan secara 
tertulis kepada Kepala Perangkat aerah yang melaksanakan fungsi 
penunJang u rusan pem erintahan di bidang pengemban ga n sumber daya 
aparatur. 

Pasal 29 

Ketentuan lebih lanjut mengenai ben tuk dan jalu r pelaksanaan Pengembangan 
Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan 
Pasal 27 beserta konversinya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Capaian Pelaksanaan Pengembangan Kompeten si 

Pasal 30 

(1) Capaian pengembangan kompetensi dinyatakan dalam bentuk sertiflkat atau 
sebutan lainnya. 
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(2) SertifIkat atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbentuk: 
a. sertifIkat kompetensi; 
b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan 
c. sertifIkat/piagam/sejenis lainnya. 

Pasal31 

SertifIkat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, 
merupakan bukti capaian kompetensi yang dimiliki melalui p engembangan 
kompetensi dan diperoleh melalui uji kompetensi serta dikeluarkan oleh lembaga 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal32 

(1) Surat tanda tamat pendidikan dan pe1atihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (2) huruf b, m erupakan bentuk pengakuan telah 
menyelesaikan seluruh program pem belajaran pada kegiatan pengem bangan 
kompetensi. 

(2) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditandatangani oleh pImp In an lem baga penyelenggara pengem angan 
kompetensi. 

Pasal33 

(1) SertifIk a t /piagam/sejenis lainnya sebagaimana dimaksu d dalam pa sal 30 
ayat (2 ) huruf c, m erup an bentuk p engakuan telah menyelesaikan seluruh 
program pembelajaran pa da k giatan pengembangan kompetensi lainnya. 

(2) SertifIk a t /piagam/sej nis lainnya sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) pada 
kegiatan pengembangan k pe e si yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah yang m elaksanakan fungsi pen nj ang uru san pem erintahan di 
bidang pengembangan sumber day a ara tur melalui pola swakelola 
ditandatangani oleh Kepala Perangk a t Daerah yang m elaksanakan fungsi 
penunjang u rusan pemerintahan di bidang pengem bangan su mber daya 
aparatur. 

(3) SertifIkat/piagam/sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah lain melalui pola swakelola ditandatangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah lain. 

(4) SertifIkat/piagam/sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima peserta pada akhir kegiatan pengembangan kompetensi dan/ atau 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak kegiatan pengembangan 
kompetensi selesai. 

(5) Perangkat Daerah lain yang melaksanakan bentuk pengembangan 
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 27 
ayat (7) wajib me1aporkan hasil pelaksanaan kegiatan berupa rekapitulasi 
data peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi berikut salinan 
sertifIkat/piagam/sejenis lainnya kepada Kepala Kepala Perangkat Daerah 
yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 
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pengembangan sumber daya aparatur paling 1ambat 14 (empat belas) hari 
kerja terhitung sejak kegiatan pengembangan kompetensi se1esai. 

Pasal34 

Setiap Perangkat Daerah wajib menginput data ASN yang te1ah menerima 
sertifikat atau sebutan 1ainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kedalam 
sistem informasi kepegawaian yang dike101a oleh Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan 
sumber daya aparatur paling lamb at 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
sertifikat atau s ebutan lainnya diterima. 

BABVI 
EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

Paragraf 1 
Evaluasi Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil 

Pasa1 3 5 

(1) Evaluasi pengembangan kompeten si PNS dilaksanakan untuk m enilai 
kesesu aian antara kebutuhan kom petensi dengan standar kom petensi 
jabatan dan pengembangan karier. 

(2) Evalua si pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dim aksud pa da ayat 
(1) dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap: 
a. kesesuaian an ara r ncana pengembangan k ompetensi dengan 

pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan 
b. kemanfaatan antara p elaksanaan pengembangan komp etensi terhadap 

pen ingkatan kompet n si dan pe ingkatan kin erja PNS. 
(3) Evaluasi pen gembangan kom pet n si PN sebagaimana dimaks d pada 

ayat (2) dilaksanakan oleh PyB dan dil p rkan kepada PPK. 
(4) Hasil pelaksanaan evalu a si pengembangan k om peten si PNS seb gaimana 

dimaksud p ada ayat (3) disampaikan kepada LAN pada triwulan pertama 
tahun berikutnya. 

Paragraf 2 
Evaluasi Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Pem erinta h dengan Perjanjian Kerja 

Pasal36 

Ketentuan mengenai evaluasi pengembangan kompetensi PNS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi 
pengembangan kompetensi PPPK. 

Pasal37 

(1) Bagi PPPK yang dinilai melaksanakan pengembangan kompetensi dan 
mempunyai kinerja sangat baik, dapat menjadi pertimbangan untuk 
perpanjangan perjanjian kerja. 
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(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan sepanjang 
formasi jabatannya masih tersedia, sesuai kebutuhan organisasi dan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa138 

Peraturan Bupati ini mu ai ber aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang menge ahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bu p a ti In i dengan penempatannya dalam Ber ita Daerah 
Kabupaten Ta s ikmalaya . 

Diundangkan di Sin gaparna 
gada ta ggal 4 Novenbelt 2022 

SEK E TA IS D AERAH 
KABUPAT EN TAS IKMALAYA, 

E N 

Ditetapkan di Singaparn a 
~ anggal 4, ovemben 2022 

n 
T IKMALAYA , 

T 

BERITA DAERA KABUPA EN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOM OR 11.8, 



LAM PI RAN 

NOM OR 

TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TA8IKMALA 

118 TAHUN 2022 

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETEN81 APARATUR 8IPIL 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
TA8IKMALAYA 

I. BENTUK DAN JALUR PELAK8ANAAN PENGEMBANGAN KOMPETEN81 

NO Bentuk Deskripsi Dasar Per timban ga n Hasil yang 
dan Jalu r Diharapkan 

Pengem bangan 
A. Pendidikan 
l. Pend idikan Proses belajar untuk a . Dipersyaratkan oleh Pemenuh an 

tinggi meningkatkan Jabatan; dan kualiflk asi 
JenJan g pengetahuan dan b. Diproyeksikan pendidikan 
diploma/ keahlian PN8 peningkatan karier / dan 
81/82/ 8 3 melalui menduduki Jabatan pengetahuan 

pendidikan tinggi yang Ie bih tinggi sesuai dengan 
formal sesuai dengan standar 
keten tuan peraturan kompetensi 
perundan g j a batan, 
undangan pen g mbangan 
yang mengatur karier , dan 
m engenai tugas persyaratan 
belajar ba gi PN8. jabat n atau 

p r syaratan 
unt k 
m en duduki 
jaba tan yang 
lebih tinggi. 

B. Pelatihan 
l. Klasikal 
a. Pelatihan Program 1) Kesenjangan Pemenuhan 

struktural peningkatan kompetensi kompetensi 
kepemimpinan pengetahuan, manajerial; pengelolaan 

keterampilan, dan 2) Dipersyaratkan oleh pekerjaan dan 
sikap perilaku A8N jabatan; dan sumber daya 
untuk memenuhi 3) Diproyeksikan seSUaI 
kompetensi peningkatan karier / persyaratan 
kepemimpinan menduduki J abatan jabatan atau 
meIaIui proses yang Ie bih tinggi. menduduki 
pembelajaran secara jabatan yang 
intensif. Ie bih tinggi 

b. Pe1atihan Program 1) Kesenjangan Pemenuhan 
manajerial peningkatan kom petensi teknis kompetensi 

pengetahuan manajerial; dan teknis 
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peningkatan 2) Dipersyaratkan oleh manajerial 
pengetahuan, jabatan. bidang kerj a 
keterampilan dan sesuaJ. 
sikap perilaku ASN persyaratan 
untuk memenuhi jabatan. 
kompetensi teknis 
manajerial bidang 
kerja melalui proses 
pembelajaran secara 
intensif. 

c. Pelatihan teknis Program 1) Kesenjangan Pem enuhan 
peningkatan kom petensi teknis pen guasaan 
pengetahuan, manajerial; substantif 
keterampilan, dan 2) Dipersyaratkan oleh bidang kerj a 
sikap perilaku ASN jabatan; dan sesual 
untuk memenuhi 3) Adanya tuntu tan 
Kompetensi kesenjangan kinerja kebu tuh an 
penguasaan dan kesenjangan jabatan dan 
substantif bidang kompetensi teknis. bidang kerja. 
kerj a melalui proses 
pembelajaran secara 
insentif. 

d. Pelatihan Program 1) Kesenjangan Pemen uhan 
fungsion al peningkatan kompetensi pegetahuan 

pengetahuan, fun gsion al; dan/ a tau 
ketrampi1an, dan 2) Dipersyaratkan oleh pe guasaan 
sikap perilaku ASN jabatan; dan keteram pilan 
untu k m emen uhi 3) Diproyeksikan sesu 1 

Kompetensi bidang pengembangan tu n tutan 
tugas yang terkait karier. kebutuhan JF. 
dengan JF melalui 
proses pembelajaran 
secara intensif. 

e. Pelatihan sosial Program 1) Kesenjangan Pemenuhan 
kultural peningka tan kompetensi terkait kebutuhan 

pengetahuan, Pen getahuan pengetahuan, 
ketrampi1an, dan dan/ atau keterampilan 
sikap perilaku ASN keteram pi1an dan dan sikap 
untuk memenuhi sikap perilaku ASN perilaku ASN. 
kompetensi so sial terkait kompetensi 
kultural melalui so sial kultural; dan 
proses pembelajaran 2) Persyaratan 
secara intensif. jabatan. 

f. Pelatihan Dasar Program Pemenuhan kewajiban 1) menunjukan 
CPNS peningkatan dalam menjalani mas a sikap 

pengetahuan, percobaan (masa perilaku bela 
keterampilan, dan Prajabatan) sebagai negara; 
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sikap perilaku untuk CPNS. 2) mengaktuali 
memenuhi sasikan 
Kompetensi nilai -nilai 
pembentukan dasar PNS 
karakter PNS yang dalam 
profesional sesuai pelaksanaan 
bidang tugas. tugas 

jabatannya; 
3) mengaktuali 

sasikan 
kedudukan 
dan peran 
PNS dalam 
kerangka 
Negara 
Kesa tuan 
Repu blik 
Ind onesia; 
dan 

4) m en unjukan 
pen guasaan 
Kom petensi 
Teknis yang 
dibutuhkan 
se u ai 
den gan 
bi ang 
tugas. 

g. Seminar! Pertemuan ilm iah 1) Kesenjangan Pen getahuan 
konfereni/ u ntuk m eningkatkan kin erja; dan/atau 
sarasehan Kom petensi terkait 2) Kesenjangan keterampilan 

peningkatan kinerja kom petensi terk ait baruyang 
dan karier yang pengetahuan dapat 

diberikan oleh dan/atau menghasilkan 

pakar / p raktisi keterampilan motivasi/ ide 
untuk memperoleh sesuai topik baru untuk 
pendapat para ahli seminar/ meningkatkan 
mengenai suatu konferensi/ kinerja atau 
permasalahan di sarasehan; dan bagi 

bidang aktual 3) Pengembangan pengembangan 

terten tu yang relevan karier ASN. karier ASN. 
dengan bidang tugas 
atau kebutuhan 
pengem bangn karier 
ASN. 
Fokus kegiatan ini 
untuk memperbarui 
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pengetahuan terkini. 
h. Workshop atau Pertemuan ilmiah 1) Kesenjangan Pengetahuan 

lokakarya untuk meningkatkan kinerja; dan/atau 
kompetensi terkait 2) Kesenjangan keteram pi1an 
peningkatan kinerja kompetensi terkait baru yang 
dan karier yang pengetahuan / keter dapat 
diberikan oleh ampilan sesuai menghasilkan 
pakar / praktisi. topik workshop motivasi/ ide 
Fokus kegiatan ini atau loka karya; baru untuk 
Untuk dan m eningkatkan 
meningkatkan 3) Pengembangan kinelja atau 
pengetahuan karier ASN. bagi 
tertentu yang relevan pengem bangan 
dengan bidang tugas karier AS 
atau kebutuh an 
pengemban gan 
karier dengan 
memberikan 
penuga san k epada 
peserta untuk 
m engh asilkan 
produk tertentu 
selama k egiatan 
berlangsu n g 
dengan petu njuk 
praktis dalam 
pen yelesaian 
produk. 

1. Kursus Kegia tan 1) Kesenjangan Pengetahuan 
pembelajarn terkait k inerja; dan/atau 
suatu pengetahuan 2) Kesenjan gan keterampilan 

a tau ketrampilan k ompetensi terkait baru yang 

dalam waktu yang pengetahuan dapat 

relatif singka t , dan dan/atau menghasilkan 

biasanya diberikan keterampilan; dan motivasi / ide 

oleh lembaga 3) Pen gem bangan baru untuk 

nonformal. karier ASN. meningkatkan 
kinerja atau 
bagi 
pengembangan 
karier ASN. 

J. Penataran Kegiatan 1) Kesenjangan Peningkatan 

pembelajaran untuk kinerja; dan pengetahuan 

meningkatkan 2) Pengembangan dan karakter 

pengetahuan dan karier ASN. ASN sesuai 

karakter ASN dalam tuntutan 

bidang tertentu bidang kerj a 
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dalam rangka 
peningkatan kinerja 
organisasi . 

k. Bimbin gan Kegiatan 1) Kesenjangan Peningkatan 
teknis Pembelajaran dalam kinerja; pengetahuan 

rangka memberikan 2) Kesenjangan dan karakter 
bantuan untuk kompetensi; dan ASN sesuai 
menyelesaikan 3) Pengembangan tuntutan 
persoalan / masalah karier ASN. bidang kerja. 
yang bersifat khusus 
dan teknis. 

1. Sosialisasi Kegiatan ilmiah Ke bu tuhan organisasi / Peningkatan 
u ntuk pengembangan karier pengetahuan 
m emasyarakatkan ASN. pada suatu 
sesuatu pengetahuan 
pengetahuan dan/ atau 
dan/ atau kebijakan kebijakan 
agar menjadi lebih sesuai 
dikenal, dipahami, tuntutan 
dihayati oleh ASN. bida ng kerj a. 

2. Non -klas ikal 
a. Coaching Pembim bingan 1) Kesenj angan kinerj a Pengetahuan 

peningkata n kinerja kecil karena dan/ a tau 
m elaui pem bekalan motivasi kurang keteram pilan 
kemampuan atau kejenuhan; baru yang 
memecahkan dan dapat 
permasalahan 2) Kebutuhan men ghasilkan 
dengan pengem bangan m otivasi / ide 
men goptimalkan ka rier. baru dalam 
poten si diri. penyelesaian 

pekerjaan atau 
pencapaian 
pengembangan 
karier. 

b. Mentoring Pembimbingan 1) Kesenjangan kinerja Pengetahuan 
peningkatan kinerja yang tinggi karena dan/ atau 
melalui transfer kurang keterampilan 
pengetahuan, keterampilan / keahli baru yang 
pengalaman dan an dan pengalaman; dapat 
keterampilan dari dan menghasilkan 
orang yang lebih 2) Kebutuhan Pengetahuan 
berpengalaman pada pengembangan teknis dan 
bidang yang sama. karier. rujukan 

pengalaman 
baru dalam 
penyelesain 
pekerjaan 
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c. E-learning Pengembangan 1) Kesenjangan Pemenuhan 
Kompetensi ASN Kompetensi terkait kompetensi 
yang dilaksanakan pengetahuan dan teknis sesuai 
dalam bentuk keterampilan teknis; tuntutan 

pelatihan dengan 2) ASN yang jabatan dan 

mengoptimalkan bersangkutan bidang kerja. 

penggunaan memiliki kesiapan Pengetahuan 
teknologi dan kompetensi baru yang 
informasi dan mengikuti proses e- dapat 
komunikasi untuk learning; dan m enghasilkan 

mencapai tujuan 3) Pengembangan m otivasij ide 

pembelajaran dan karier ASN. baru u ntuk 

peningkatan kinerja . meningka takn 
kinerj a a tau 
bagi 
pengembangan 
karier 
berikutnya. 

d. Pelatihan j arak Proses pembelajran 1) Kesenjangan Pengetahuan 

jauh Secara terstruktur kinerja; baru yang 

den gan dipandu oleh 2) Kesenjangan dapa t 

penyelenggara kompetensi t erkait m en ghasilkan 
pelatihan secara pengetahuan/ moti a si/ide 

jarakjauh . keterampilan; dan baru u ntuk 

3) Pengembangan menin gkatkan 

karier ASN. keterampilan 
kerja atau bagi 
pen gembangan 
karier 
beriku tnya. 

e . Detasering Penuga san/ 1) Kepemilika n Pengalaman 

(secondment) penempatan PNS kom petensi sesu ai dan 

pada suatu tempat j a batan yang akan peningkatan 

u n tukjangka waktu d iisi sementara ; dan kompetensi 

tertentu. 2) Kebutuhan transfer menanganl 
of knowledge, tantangan 
keahlian (skill) dan pada unit kerja 

pengalaman dari baru. 

PNS ke lingkup 
unit/ organisasi 
baru. 

f . Pembelajaran Pembelajaran Kebutuhan organisasi Pengembangan 

alam terbuka melalui simulasi dan pengembangan karakter PNS 

(outbound) yang diarahkan agar kapasitas PNS. disesuaikan 

PNS mampu: dengan nilai 

1) Menunjukkan nilai dan 

potensi dalam tuntutan 
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membangun bidang kerja. 
semangat 
kebersarnaan 
rnemaknai 
kebajikan dan 
keberhasilan bagi 
diri dan orang 
lain; dan 

2) Memaknai 
pentingnya peran 
kerja sarna, 
sinergi, dan 
ke berhasilan 
bersama. 

g. Patok banding Kegiatan untuk Diperlukan bagi Penin gka tan 
( benchmarking) rnengembangkan peningkatan pengetahuan, 

kom petensi dengan kemampuan keterampilan 
cara dalam penyelesain dan sikap 
rnembandingkan dan tugas jabatan. dalam 
mengukur suatu pen yelesaian 
kegiatan organisasi tuga s . 
lain yang 
m empunyai 
karakteristik sejenis. 

h. Pertukara n PNS Kesernpa tan kepada 1) Kesenjangan Peme uhan 
dengan pegawai PNS untuk kinerja ; kom petensi 

swasta/badan men dudu ki jaba tan 2) Kesenjangan sesu ai 
usaha milik terten tu di sektor kornpetensi terkait tuntu tan 
negara/ ba dan swasta sesuai pengetahu an / jabatan dan 
usaha milik dengan keterampilan dan bidang kerja. 

daerah persyaratan s oft competency; dan Pengetahuan 
kompetensi. 3) Kebutuhan baruyang 

organisa si/ dapat 
pengemban gan melahirkan 
karier PNS. motivasi / ide 

baru untuk 
meningkatkan 
keterampilan 
kerja atau bagi 
pengembangan 
karier 
beriku tnya. 

i. Belajar mandiri Upaya individu ASN Diperlukan bagi Peningkatan 

(self untuk peningkatan pengetahuan, 

development) mengembangkan kemampuan keterampilan 
kompetensinya dalam penyelesaian dan sikap 
melalui proses tugas jabatan. dalam 
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secara mandiri penyelesaian 

dengan tugas. 

memanfaatkan 
su mber 
pembelajaraan yang 
tersedia. 

J. Komunitas Komunitas belajar Diperlukan bagi Peningkatan 

belajar j commun adalah suatu peningkatan pengetahuan, 

ity perkumpulan kemarnpuan dalam keterarnpilan 

practices/ netwo be berapa orang ASN penyelesaian dan sikap 

rking yang m emiliki tujuan tugas j abatan. secara 

saling bersarna -sarna. 

menguntungkan 
u ntuk berbagi 
pengetahuan, 
keterarnpilan, dan 
sikap perilaku ASN 
sehingga m endorong 
terjadinya proses 
pembelajaran. 

k. Magang j prakti Proses pembelajaran 1) Kesenjangan Pen galarnan 

k kerja untuk memperoleh kompetensi terkait atau keahlian 

dan menguasai kom petensi teknis bidang 

keterampilan dengan yang m emerlukan terten tu hasil 

m elibatkan diri praktek langsun g; pelaksanaan 

dalam proses dan pekerjaan 

pekerjaan tanpa 2) Kesenjangan ditem pat 

atau dengan kin erja. praktik 

petunjuk orang yang kerj a jmagang. 

su dah terarnpil 
dalarn 
pekerjaan itu 
(learning by doing). 
Tempat magang 
adalah u nit yang 
memiliki 'tugas dan 
fungsi yang relevan 
dengan bidang tugas 
PNS Praktik 
Kerjaj Magang. 
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II. KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

A. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan 

No Bentuk dan Jalur Satuan 
Konversi JP 

Nasional I Internasional 
I. Pendidikan tinggi jenjang Semester Satu Semester 20 (dua puluh) JP 

Diploma/ S 1 / S2 / S3 

B. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pelatihan 
1. Klasikal 

No Bentu k dan Jalur Satuan 
Konversi 

Nasional Internasional 
I. Pela t iha n struktural Sesuai JP program -

kepem im pinan Pelatihan 
2. Pelatihan di tingkat JP Sesuai JP program -

nasion al Pela tihan 
3. Pelatih an Manajerial J P Sesuai JP program Ditambahkan 2 0 % 

Pelatihan (dua puluh per sen) 
dari JP program 
pelati an 

4. Pelatiha n Teknis JP Sesuai JP program Ditambahkan 20 % 
Pelatihan (dua puluh persen) 

dari JP program 
pela tihan 

5. Pelatihan Fungsional JP Sesuai JP program Dit m bahkan 20 % 
Pelatihan (dua puluh persen) 

dari JP program 
pelatiha n 

6. Pelatihan Sosial JP Sesuai JP program Ditambahkan 20 % 
Kultural Pelatihan (dua puluh persen) 

dari JP program 
pelatihan 

7. Pelatihan Dasar CPNS JP Sesuai JP program -

Pe1atihan 
8. Seminar / konferensi Hari Satu hari Satu hari setara 

/ sarasehan / setara dengan 4 dengan 6 (enam) JP 
(empat) JP 

9. Wo rks hop/ Hari Satu hari Satu hari setara 
Lokakarya setara dengan 5 dengan 7 (tujuh) JP 

(lima) JP 
10. Kursus JP Sesuai JP Program Ditambahkan 20 % 

Kursus (dua puluh persen) 
dari JP kursus 

II. Penataran JP Sesuai JP Program Ditambahkan 20 % 
Penataran (dua puluh persen) 

dari JP penataran 
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No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Bimbingan Teknis JP Sesuai JP Program Ditambahkan 20 % 
bim bingan teknis (dua puluh p ersen) 

dar i JP bim bingan 
teknis 

2. Non -Klasikal 

Kegiatan Satuan 
Nasional 

Konver s i JP 
In ternasional 

Pertukaran antara Kegiatan 1 (satu) kali kegiatan 1 (satu) kali 
PNS dengan p egawai 
swastajba dan usaha 
milik negaraj badan 
u s aha milik daerah 

Magangj praktik 
KeIj a 

Patok banding 
(benchmarking) 

Pelatihan Jarak Jauh 

Coaching 

Mentoring 

pertukaran 
pegawa i s eta ra 
d engan 20 (dua 
pu lu h) JP 

Kegiatan Satu kali 

kegiatan 
m agangj p raktik kerja 
set ara dengan 20 JP 

Kegiatan 1 (sa tu) kali 
kegiatan patok 
banding 

(benchmarking) 
set ara dengan 10 
(sepuluh) JP 

J P Sesuai d engan JP 
p rogram 
pelatihannya 

Kegiatan 

Kegiatan 

./ 1 (satu) kali kegiatan 
coaching setara 
dengan 2 (dua) JP. 

./ Maksimal dihitung 2 

./ 

k ali dalam 1 bulan. 

1 (satu) kali kegiatan 
men toringsetara 
dengan 2 (dua) JP . 

./ Paling tin ggi 
dihitung 2 (dua ) k ali 

kegiata n 
pertukaran 
pegawai setara 
dengan 24 
(dua puluh empat) 
JP 

Satu kali kegiatan 
magangj p r aktik 
keIj a setara 
dengan 
24JP 
1 (sa tu) k ali 
kegiatan patok 
banding 

(benchmark ing) 
setara d en gan 20 
(dua pulu ) JP 
Ditambahkan 20% 
(du a pu lu h persen) 
dari J P p rogram 
pelatih annya 

./ 1 (satu) kali 
kegiatan 
coaching setara 
d engan 4 
(empat) JP . 

./ Maksimal 

./ 

dihitu n g 2 (dua) 
kali dalam 1 
(satu) bulan . 

1 (satu) kali 
k egiatan 
m en toringsetara 
dengan 4 (empat) 
JP. 



7. 

8 . 

9. 

10. 

11. 

Detasering 
( secondment) 

E-Leaming 

Belajar m andiri 
(self development) 

Komu n itas belaj r 
(commu nity of 
practices) 

Pembelajaran alam 
terbuka (outbond) 

Kegiatan 

JP 

J P 

JP 

J P 
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dalam 1 (satu) ./ paling tinggi 
bulan. 

1 (satu) kali 
kegiatan 
Detasering setara 
dengan 20 (dua 
puluh) JP 

Paling t inggi 1 
(satu) hari 3 (tiga) JP 
a kses pembelajaran 
secara dalam 
Ja n n gan 

Sesuai jam bela jar 
mandiri, paling tinggi 2 
(dua ) JP seha ri 

Sesu aijam 
belajar, mak s imal 
2 (dua) J P seha r i 

Sesuai JP P ogram 
pembelajaran 
alam terbuka 
(outbond) 

dihitung 2 (dua) 
kali dalam 1 

(satu) bulan. 
1 (satu) kali 
kegiatan detasering 
ditambahkan 20% 
(dua puluh persen) 
dari JP Program 
da t a seringnya 

Palin g tinggi 1 
(satu) hari 4 
(empat) J P akses 
pembelajaran 
secara dalam 
Janngan 
Ditamba h kan 20% 

(dua puluh persen) 
dari JP pr gram 
belajar m andiri 
(self 
de velopment) 
Ditamb a h kan 20% 

(dua ul h persen) 
dari JP program 
komunita s belajar 
(community of 
p r ctices) 
Ditambahkan 20% 

(dua puluh persen) 
dari J P program 
pem belajaran alam 
terbuka (outbond) 

MALAYA, 
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